
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BONTANG

NOMOR: 100.3.3/1875/DPMPTSP

TENTANG

SATUAN TUGAS ANTI NARKOBA DAN PERSON IN CHARGE PROGRAM
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP

NARKOBA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG

Menimbang : a. Dalam rangka menciptakan situasi  dan kondisi  Dinas Penanaman
Modal   dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bontang  yang
aman,  tentram, dan  tertib  dari kegiatan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba;

b. Bahwa  sejalan  dengan  kebijakan  Pemerintah  Kota  Bontang dan
sesuai  dengan poin “a” tersebut diatas,  dalam hal pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran  gelap
narkoba,  maka  dituntut  peran  serta  aktif segenap lapisan dan
unsur pegawai yang ada di Dinas  Penanaman  Modal   dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang;

c. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang
perlu untuk membentuk dan menetapkan susunan personil Satuan
Tugas  (SATCIAS) Anti-Narkoba Dinas  Penanaman  Modal   dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2023-2027;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3671);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Nunukan,  Kabupaten Malinau,
Kabupaten  Kutai  Barat,  Kabupaten  Kutai  Timur dan  Kota
Bontang  (Lembaran  Negara  Tahun  1999  Nomor 175,
(Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana
diubah  dengan  Undang-undang Nomor  7 Tahun  2000)
(Lembaran Negara Nomor 74, Tambahan Nomor 3962);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;

4.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

5. Instruksi Presides Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002
tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap  Narkotika,  Psikotropika, Prekursor,  dan Zat Adiktif
Lainnya;

6. Instruksi  Presides  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun
2011  tentang  Pelaksanaan  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2016;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk  dan  menetapkan  susurian  anggota  Satuan
Tugas (SATGAS) Anti-Narkoba Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Periode
Tahun  2023-2027  dengan  komposisi  personil sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Satuan  Tugas  (SATGAS)  Anti-Narkoba  sebagaimana
dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini bertugas untuk
merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, melaksanakan,
dan mengawasi jalannya kegiatan, dengan berpatokan kepada
Standar  Operasional  Prosedur  (S.O.P) yang  disusun  dan
diatur  dalam  keputusan  Dinas  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang terpisah;

KETIGA :
Dalam melaksanakan tugas,  anggota SATGAS Anti-Narkoba
wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Dinas Penanaman
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bontang
(selaku Koordinator SATGAS Anti-Narkoba);

KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran  (DPA)  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bontang  Anggaran  2023  dan
sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan  ini,  maka  akan  diadakan  perbaikan  sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Kota Bontang
Pada Tanggal, 12 Juli 2023
KEPALA DPMPTSP 

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670820 199803 1 008

Tembusan         Kepada     Yth.     :  
1. Walikota Bontang (Pembina)
2. Wakil Walikota Bontang (Ketua BNK Bontang/Pengarah)
3. Kepala POLRES Kota Bontang (Pembina)
4. Komandan KODIM 0908 Bontang (Pembina)
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bontang (Pembina}
6. Sekretaris Daerah Kota Bontang (Pengarah)
7. A sissten Adm. Pemerintahan SETDA Kota Bontang (Pengarah)
8. Kepala Badan Kesbangpol dan LINMAS Kota Bontang (Ketua Pelaksana HarianJ
9. Kepala SATPOL-PP Kota Bontang (Pelaksana Harian)
10. Yang bersangkutan
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Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bontang

Nomor : 100.3.3/1875/DPMPTSP
Tanggal : 12 Juli 2023
Tentang : SATUAN  TUGAS  ANTI  NARKOBA  DAN  PERSON  IN  CHARGE

PROGRAM  PENCEGAHAN,  PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

SUSUNAN ANGGOTA
SATUAN TUGAS ANTI NARKOBA DAN PERSON IN CHARGE PROGRAM

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA

PERIODE TAHUN 2023 – 2027

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bontang;

Koordinator : Sekretaris  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bontang;

Ketua : Kasubbag Umum dan Kepegawaian;

Wakil Ketua : Analis Kebijakan Ahli Muda;

Sekretaris : Pranata Hubungan Masyarakat;

Anggota : 1. Yayuk Indrawati, A.Md
2. Taslim Fadlin, SE
3. Ayub Adjang;
4. Agus Samad;
5. Miftah Farid, A.Md;
6. Syahramadhani Syaputra;
7. Aprilia Azizah Mahendar;
8. Adinda Nur Fadillah.

Ditetapkan di Kota Bontang
Pada Tanggal, 12 Juli 2023
KEPALA DPMPTSP 

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670820 199803 1 008
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